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PUTUSAN 

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Bjn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama 

yang  dilangsungkan  secara  elektronik  telah  menjatuhkan  putusan  dalam 

perkara Cerai Talak antara:   

PEMOHON, NIK sebagaiPemohon; 

Lawan 

TERMOHON, tempat, Provinsi Jawa Timur, sebagai  Termohon ; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanya tanggal 02 Januari 2025 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 

5/Pdt.G/2025/PA.Bjn tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu 

tanggal 28 Oktober 2012 Masehi, yang dicatat oleh KUA Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 

502/18/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012;   

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon 

berstatus Perawan;   

3. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal  di 

rumah  orang  tua  Pemohon  selama  3  tahun,  kemudian  pindah  ke  rumah 

bersama selama 8 tahun 9 bulan;   

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun 

dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana 

layaknya suami istri;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan 

Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 

a) Xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Mei 2014 

(umur 10 tahun), saat ini sedang berada dalam asuhan Pemohon, dan 

b) Xxxxxxxxxx,  laki-laki,  lahir  di  Bojonegoro  tanggal  08  Februari  2019 

(umur 5 tahun), saat ini sedang berada dalam asuhan Pemohon;   

6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon mulai goyah karena yang disebabkan karena Masalah ekonomi 

di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari 

Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha 

maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;   

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2024 di mana Termohon 

pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tua Termohon 

sehingga  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal 

yang hingga saat ini telah berlangsung selama 6 bulan;   

8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah 

ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;   

9. Bahwa sejak itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana 

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi 

melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;   

10. Bahwa  melihat  kondisi  rumah  tangga  yang  demikian  itu  Pemohon  masih 

tetap  berusaha  untuk  memperbaiki  hubungan  antara  Pemohon  dengan 

Termohon, namun tidak berhasil;   

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing 

pihak  tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka  perceraian 

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan 

permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi 

perselisihan  yang  sudah  tidak  harapan  lagi  untuk  rukun  dalam  rumah 

tangga;   

Disclaimer
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12. Bahwa  Pemohon  bersedia  membayar  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan 

ketentuan yang berlaku;   

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua 

Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Primair: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;   

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Bojonegoro;   

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;   

Subsidair: 

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap 

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara 

resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut 

tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah; 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Pemohon  agar  berfikir  untuk 

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil 

permohonanya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan 

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan 

perbulannya rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila terjadi 

perceraian, Pemohon akan memberikan untuk Termohon Mut’ah berupa uang 

tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

Bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  telah  mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 

3522160909850002 tanggal 18-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 

Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan 

aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;   

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 502/18/X/2012 tanggal 28 Oktober 

2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro  Provinsi  Jawa  Timur,  bermeterai  cukup,  telah  dicocokkan 

dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; 

B.   Saksi: 

1. Saksi I Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  dan  Termohon,  karena  saksi 

adalah teman dekat Pemohon; 

− Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah 

pasangan suami istri yang sah; 

− Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  Pemohon  bermaksud  bercerai 

dengan Termohon; 

− Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal 

di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah milik bersama; 

− Bahwa  selama  menikah  Pemohon dan  Termohon  sudah  hidup 

rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 

bernama Jessyifa dan Mochammad Dylan, saat ini mereka diasuh 

oleh Pemohon; 

− Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon awalnya rukun, namun sering diwarnai perselisihan dan 

pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2023; 

− Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering 

berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selalu merasa 

kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal 

Pemohon sudah berusaha menafkahi secara layak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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− Bahwa  saksi  mengetahui,  setelah  terjadi  pertengkaran  kemudian 

Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  sehingga  Pemohon  dan 

Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan; 

− Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi 

saling berkomunikasi dan mengunjungi; 

− Bahwa  selama  Pemohon  pisah  tempat  tinggal  dengan  Termohon 

sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; 

− Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan 

Termohon; 

2. Saksi II, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  dan  Termohon,  karena  saksi 

adalah teman dekat Pemohon; 

− Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah 

pasangan suami istri yang sah; 

− Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  Pemohon  bermaksud  bercerai 

dengan Termohon; 

− Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal 

di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah milik bersama; 

− Bahwa  selama  menikah  Pemohon dan  Termohon  sudah  hidup 

rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 

bernama Jessyifa dan Mochammad Dylan, saat ini mereka diasuh 

oleh Pemohon; 

− Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon awalnya rukun, namun sering diwarnai perselisihan dan 

pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2023; 

− Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering 

berselisih  dan  bertengkar  disebabkan  Pemohon  sudah  memberi 

nafkah  yang  mencukupi  kebutuhan  Termohon  namun  Termohon 

merasa kurang  dan minta tambahan  tapi Pemohon tidak sanggup 

memenuhinya; 

Disclaimer
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− Bahwa  saksi  mengetahui,  setelah  terjadi  pertengkaran  kemudian 

Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon,  sehingga  Pemohon  dan 

Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan; 

− Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi 

saling berkomunikasi dan mengunjungi; 

− Bahwa  selama  Pemohon  pisah  tempat  tinggal  dengan  Termohon 

sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan 

Termohon;Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang; 

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  yang  tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan 

ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di 

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai 

wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  Termohon  telah  dipanggil  secara 

resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut 

tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah; 

Menimbang,  bahwa  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan 

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak  hadir 

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 

125 ayat (1) HIR; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam 

permohonan  Pemohon  adalah  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi 

perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Termohon  selalu  merasa  kurang 

dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah 

berusaha menafkahi secara layak, dan Pemohon sudah memberi nafkah yang 

mencukupi kebutuhan Termohon namun Termohon merasa kurang dan  minta 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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tambahan  tapi  Pemohon  tidak  sanggup  memenuhinya,  dan  telah  berpisah 

tempat  tinggal  selama  6  (enam)  bulan  dan  selama  itu  pula  sudah  tidak  ada 

komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,  karena 

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan 

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;   

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  163  HIR  jo.  Pasal  1685  KUH 

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Pemohon  telah 

mengajukan bukti surat bertanda P.1, P2, serta saksi-saksi; 

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk  atas  nama  Pemohon,  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok 

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai  tempat  tinggal  Pemohon  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi 

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P.2,  adalah  berupa  fotokopi  Kutipan 

Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, 

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan 

Termohon  telah  melangsungkan  perkawinan,  bukti  tersebut  telah  memenuhi 

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil 

dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 

KUHPerdata, membuktikan bahwa: 

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan 

bertempat  tinggal  di wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama Bojonegoro. 

Dengan  demikian,  perkara  ini  merupakan  kompetensi  absolut  dan  relatif 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman  8  dari  15  halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Bjn 

Pengadilan  Agama  Bojonegoro  untuk  memeriksa  dan  menyelesaikannya 

(vide Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum 

Islam; 

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 

Oktober 2012 di KUA Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, 

hal  tersebut  sesuai  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam. 

Dengan demikian, Pemohonsebagai persona standi in judicio memiliki legal 

standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang 

mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Pemohon,  adalah  keluarga  atau 

orang  dekat  Pemohon  dan  atau  Termohon  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2) 

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  134  Kompilasi  Hukum 

Islam  dan  sudah  dewasa  serta  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai 

hubungan  Pemohon  dan  Termohon  serta  mengenai  keadaan  rumah  tangga 

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar 

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171  HIR  sehingga  keterangan  saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Pemohon  bersesuaian 

dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang 

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan 

fakta hukum sebagai berikut: 

− Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah 

pada tanggal 28 Oktober 2012; 
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− Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun bertempat 

tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) tahun lalu pindah ke 

rumah milik bersama selama 8 (delapan) tahun 9 (Sembilan) bulan;   

− Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun dan harmonis dan telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Jessyifa dan 

Mochammad Dylan, saat ini mereka diasuh oleh Pemohon; 

− Bahwa  sekarang  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pisah  tempat  tinggal 

selama 6 (enam) bulan; 

− Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon; 

− Bahwa  pisah  tempat  tinggalnya  Pemohon  dengan  Termohon  akibat  dari 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

− Bahwa  pertengkaran  Pemohon  dengan  Termohon  dikarenakan  Termohon 

selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon 

padahal  Pemohon  sudah  berusaha  menafkahi  secara  layak,  Pemohon 

sudah memberi nafkah yang mencukupi kebutuhan Termohon namun 

Termohon merasa kurang dan minta tambahan tapi Pemohon tidak 

sanggup memenuhinya; 

− Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling 

berkomunikasi dan mengunjungi; 

− Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah 

diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil; 

Pertimbangan Petitum Demi Petitum 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  petitum  Pemohon  dan  fakta  hukum 

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: 

Petitum Tentang Perceraian 

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim 

memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang 

sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, 

Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya 

rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga  harapan untuk membentuk 
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rumah  tangga  yang  rukun,  damai  dan  sejahtera  sebagaimana  dimaksud  oleh 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 

3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud; 

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah pisah 

tempat  tinggal  selama  6  (enam)  bulan  secara  terus  menerus  tanpa  adanya 

keinginan  dari  salah  satu  pihak  untuk  tinggal  bersama  kembali  selayaknya 

suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk 

pengabaian  atas  ketentuan  Pasal  32  ayat  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  1 

Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi 

Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri 

harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang 

bertujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  haruslah  berada  dalam  satu 

rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman 

bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab 

atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan 

petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut; 

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  perkara  a  quo,  sesuai  dengan 

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI.  Nomor  379/K/AG/1995  tanggal  26  Maret 

1997 mengabstraksikan kaidah  hukum bahwa  “suami istri yang tidak berdiam 

serumah  lagi,  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  rumah 

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah 

hukum bahwa “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah 

terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak 

berhasilnya  Majelis  Hakim  merukunkan  kembali  para  pihak  yang  bersengketa 

sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, 

secara  yuridis  gugatan  Pemohon  yang  mohon  perceraian  dengan  Termohon 

haruslah dikabulkan”; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma 
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hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227: 

 

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam 

setiap  pesidangan  tidak  berhasil,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa 

rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak  bisa  dipertahankan  lagi 

dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki 

oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 

Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam 

tidak  akan  tercapai,  bahkan  hanya  akan  menimbulkan  penderitaan  lahir  dan 

bathin bagi keduanya; 

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon 

benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah 

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi 

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon , 

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum 

Islam; 

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 

selama  6  (enam)  bulan,  sehingga  telah  memenuhi  ketentuan  SEMA  No.  3 

Tahun  2023,  C  Rumusan  Hukum  Kamar  Agama  berkenaan  dengan  Hukum 

Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 

huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut 

di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; 

Pertimbangan Petitum Ex Officio 

Menimbang, bahwa, Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan 
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penghasilan  perbulannya  rata-rata  Rp  3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah),  apabila 

terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan untuk Termohon, Mut’ah berupa 

uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan 

keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka 

Majelis  memandang  perlu  menambahkan  amar  mengenai  ex  officio  akibat 

perceraian; 

Menimbang,  bahwa  telah  terbukti,  sejak  6  (enam)  bulan,  Termohon 

pergi tanpa seizin Pemohon, dan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah 

kembali hidup bersama dengan Pemohon hingga sekarang; 

Pertimbangan Petitum Mut’ah;  

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), 

yang    dalam  cerai  talak  menurut  hukum  Islam,  Pemohon  wajib  memberikan 

kepada mantan istri (Termohon) mut’ah sebagaimana ketentuan berikut ini: 

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241: 

ق
َّّ
لّ طَّ مُ

ّْ
لّ لِّ ٰ  وَ ٰ 

ٌّ
عّا تَّ م َ ٰ  تِّ رُّوّْفِّ  ٰ مَّعّْ

ّْ
ٰ  بِّل ٰ   

ّْ
ل 

ى
لَ ا َّ ع

ًّّ
نَّّ حَّق ْ

ي  قِّّ تَّّ  ۝٢٤١مُ

“Kepada    wanita  yang  dicerai  (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya)  mut’ah 

mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.“ 

Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49: 

ا  َّّحاًّ هُّنَّّسَ َ وّْ ِّّّحُّ و َّسََ هُّنَّّ وّْ تِّّّعُّ مَ
َّ
   ف

ا
يّّْلً  ۝٤٩جَّمِ

“....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah 

mereka secara baik” 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  41  huruf  (c)  Undang-Undang 

Nomor  1  Tahun  1974,  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan  suami 

untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  suatu  kewajiban 

bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum 

Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka mantan suami wajib 

memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada  mantan  istrinya,  kecuali  istri  tersebut 

qobla al dukhul, demikian pula dalil syar ’i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 

46 juga dinyatakan: 
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بجيو    نةقفنلو   ةدتعملل ةيعجرل نكسل

“Wanita yang menjalani masa iddah  talak raj’i, baginya  berhak mendapatkan 

tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)“   

  Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun 

layaknya  suami  istri,  sehingga  Majelis  Hakim  menilai  Termohon  sebagai  istri 

ba’da dukhul, karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim 

secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, 

mut’ah; 

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan 

penghasilan  perbulannya  rata-rata  Rp  3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah),  apabila 

terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan untuk Termohon, Mut’ah berupa 

uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan    pertimbangan  tersebut,  dan  dengan 

memperhatikan  kesanggupan  Pemohon,  rasa  keadilan  dan  asas  kepatutan, 

maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, Mut’ah berupa 

uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI,   

Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

berhadapan dengan hukum, untuk memberikan  perlindungan hukum bagi  hak 

perempuan  pasca  perceraian,  maka  pemenuhan  kewajiban  akibat  perceraian 

dibayar  sebelum  pengucapan  ikrar  talak,  kecuali  istri  tidak  keberatan  suami 

tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan,  maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  ini  dibebankan 

kepada Pemohon; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 
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Amar Putusan 

MENGADILI 

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk 

menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

roj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Bojonegoro; 

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut ’ah kepada Termohon sesaat 

sebelum ikrar talak diucapkan, berupa uang tunai, sebesar sebesar 

Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah); 

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung 

sejumlah Rp 360.000,00 (tigaratus enampuluhribu rupiah); 

Penutup 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari 

Kamis tanggal 23  Januari  2025 Masehi, bertepatan  dengan tanggal 23 Rajab 

1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. 

Gembong  Edy  Sujarno,  M.H.  dan  Drs.  H.  Mahzumi,  M.H.  sebagai  Hakim 

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga 

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Endah 

Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara 

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga; 

 

 

Ketua Majelis 
 
 
 

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I 
 

Hakim Anggota Hakim Anggota 
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Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. Drs. H. Mahzumi, M.H. 
  

Panitera Pengganti 
 
 
 

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H. 
 

 

 

PERINCIAN BIAYA PERKARA     

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00  

2. Biaya Proses Rp. 150.000,00  

3. Panggilan Rp. 40.000,00  

4. PNBP Rp. 20.000,00  

5. Biaya Sumpah Rp. 100.000,00  

6. Redaksi Rp. 10.000,00  

7. Materai Rp. 10.000,00  

 Jumlah Rp. 360.000,00  

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)  
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